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PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN

Menimbang :

Mengingat

a.

TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d angka 9 Qanun
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat
Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat
Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, maka untuk tertib
administrasi tentang perizinan kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya perlu dilimpahkan
beberapa kewenangan bidang perizinan yang diatur dalam
Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat
Daya tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4179);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286};
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah
Aceh (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633) :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corono Virus
Sisease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 ‘Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6619);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6638);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah;
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh
Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016
Nomor 08, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh
Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 62
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh
Barat Daya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Barat Daya;



MenetapkKan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal 1

Melimpahkan kewenangan bidang perizinan kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jenis-jenis
perizinan terdiri dari ;

Izin Persetujuan Bangunan;
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
Izin Usaha Industri (IU]);
Izin Penggunaan Ketel;
Izin Penggunaan Bejana Tekan/Tangki Timbun;
Izin Penggunaan Bejana Uap/Pemanas Air;
Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
Rekomendasi Izin Prinsip;

10. Izin Lokasi;
11. Izin Penyelegaraan Reklame;
12. Izin Pendirian Billboard Reklame;
13. Izin Usaha Penggilingan Padi (Huler);
14. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang;
15. Izin Usaha Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum;
16. Izin Usaha Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus;
17. Izin Usaha Peternakan /Pendaftaran Usaha Peternakan;
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18. Izin Usaha Tanaman Pangan;
19, Izin Usaha Holtikultura;
20. Izin Usaha Penetapan Pengadaan Benih dan / Bibit Terdaftar;
21. Izin Usaha Perkebunan /Pendaftran Usaha Perkebunan;
22. Izin Usaha Perikanan /Surat Izin UsahaPerikanan /Izin

Pengambilan;
23. Surat Penangkapan Ikan (SIPI)/Daftar Budidaya Ikan Kecil

/Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil;
24. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang dilindungi;,
25. Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkat Ikan {SIKPPI);
26. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam;
27. Izin Pendirian Rumah Sakit;
28. Izin Klinik;
29. Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
30. Izin Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama;
31. Izin Penyelengaraan Pos;
32. Izin Operasional Komersial/Tanda Daftar Gudang;

Pasal 2

(1) Pelimpahan kewenangan dibidang perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, berupa penerbitan izin yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Aceh Barat Daya.

(2) Sebelum diterbitkan izin khususnya mengenai perizinan yang
berbasis resiko sedang dan tinggi, harus mendapatkan
persetujuan dari Bupati Aceh Barat Daya.



(3) Perizinan yang berbasis resiko sedang dan tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Perizinan untuk pendirian hotel;
b. Perizinan untuk pendirian rumah sakit;
c. Perizinan untuk pemasangan reklame konstruksi besar;
d. Perizianan untuk pendirian SPBU/Pompa Bensin; dan

Pasal 3

Pembinaan dan pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan
atas pengelolaan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat
berkoordinasi dengan dinas teknis yang terkait.

Pasal 4

(1)Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat memberikan sanksi
administratif kepada setiap pemilik izin usaha yang melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa :

a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara; dan
c. pencabutan izin.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada pasal (4), berdasarkan
evaluasi teknis dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kewenangan lainnya yang belum dilimpahkan dalam Peraturan
Bupati ini akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Aceh Barat
Daya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan Bidang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 12), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 27 2021 M
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